INTISARI

Tujuan utama pendlitian ini adalah untuk meneliti apakah perhitungan pajak
penghasilan perseorangan PPh pasal 21 karyawan rumah sakit PKU
Muhammadiyah Bantul yang tidak memiliki NPWP sesua dengan undang-
undang No. 36 Tahun 2008. Penulis membatasi pembahasan dalam perhitungan
paak pada karyawan tetap yang telah melebihi syarat PTKP namun belum
memiliki NPWP.

Perhitungan pgjak PPh pasal 21 dinilai berdasarkan data perhitungan pgjak pada
bulan februari 2016. Jenis penelitian yang diakukan penulis adalah jenis studi
kasus yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan
metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perhitungan dan pemotongan paak
PPh pasal 21 karyawan terdapat kesalah yaitu penentuan tarif bagi karyawan uang
belum memiliki NPWP seharusnya dikalikan 120%.
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ABSTRAC

The purpose of this study was to investigate whether the calculation of income tax
to employees in PKU Muhammadiyah Bantul hospital is appropriate or not with
the tax laws No. 36 Tahun 2008. The author restrict the discussion in the
calculation of tax on employees who have exceeded the taxable income
requirements and do not have atax number.

The calculation of Income Tax assessed based on data employees income in
February 2016. The study uses descriptive qualitative approach. The type of data
used are primary data and secondary data. The data was collected through
observation and documentation. The method of dataanalysisis descriptive.

The results showed that in calculation and withholding employees income tax
there are errors in the determination of tariffs for employees who do not have atax
number who has been multiplied by 120 percent.

Keyword: The calculation and withholding Income Tax, Tax number, The system
of tax collection, the tax laws.
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